
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 12 TAHUN 1951 
 TENTANG 
 TUGAS DEWAN DAN BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL 
 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
   
Menimbang :   
a. Bahwa pada waktu ini setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, 

jumlah yang besar dari para pejuang kemerdekaan nasional, 
yakni para bekas anggauta Angkatan Perang, para bekas 
anggauta badan-badan pembantu Angkatan Perang dan para bekas 
anggauta badan-badan perjuangan bersenjata belum mempunyai 
lapangan pekerjaan yang tertentu di mana mereka dengan 
teratur dapat menyumbangkan tenaganya untuk mengisi 
kemerdekaan bangsa Indonesia dalam usaha-usaha untuk 
memperkuat dan membangun Indonesia;   

 b. Bahwa perlu dengan segera diadakan usaha-usaha oleh 
Pemerintah secara luas untuk memberikan kesempatan kepada 
para pejuang kemerdekaan nasional yang tersebut di atas untuk 
menyumbangkan tenaganya dalam usaha untuk memperkuat dan 
membangun Indonesia, dan dalam pada itu juga membuka jalan 
agar para pejuang kemerdekaan nasional itu di kemudian hari 
dapat hidup dalam masyarakat dengan mata pencaharian yang 
layak;   

 c. Bahwa tugas Biro Demobilisasi Nasional yang dibentuk dengan 
Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950 kurang luas untuk 
maksud tersebut sub a dan b di atas;   

   
Mengingat :   
1. Keputusan Dewan Menteri Republik Indonesia dalam sidangnya 

yang ke 34 pada tanggal 25 Januari 1951;   
2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950.    
  
 MEMUTUSKAN   
Menetapkan :   
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUGAS DEWAN DAN BIRO REKONSTRUKSI 
NASIONAL.   
   
 Pasal 1.   
 
(1) Terhitung sejak saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah 

ini dibentuk :   
 a. Dewan Rekonstruksi Nasional yang terdiri dari Wakil 

Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggauta, 
Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta 
dan Menteri-menteri Pertahanan, Perdagangan dan 
Perindustrian, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Dalam 
Negeri sebagai anggauta.   

  b. Biro Rekonstruksi Nasional yang terdiri dari seorang 
Direktur sebagai Pemimpin dan sebuah Staf, di dalam 
mana duduk seorang wakil dari Kementerian-kementerian 
yang oleh Dewan Rekonstruksi Nasional dianggap ada 
hubungan kewajiban dalam usaha rekonstruksi nasional.   



(2) Atas usul Biro Rekonstruksi Nasional, maka oleh Dewan 
Rekonstruksi Nasional dapat didirikan Cabang Biro 
Rekonstruksi Nasional di tiap-tiap Propinsi dan di daerah-
daerah lain yang dianggap perlu, Cabang Biro Rekonstruksi 
Nasional ini menjalankan kewajibannya atas nama dan di bawah 
pimpinan serta pengawasan Biro Rekonstruksi Nasional.   

 
(3) Cabang Biro Rekonstruksi Nasional di suatu daerah dapat 

dihapuskan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional atas usul Biro 
Rekonstruksi Nasional.   

   
 Pasal 2.   
 
(1) Tugas Dewan Rekonstruksi Nasional adalah :   
  a. Membuat rencana-rencana usaha Rekonstruksi Nasional;   
  b. Mengatur dan mengawasi pekerjaan Biro Rekonstruksi 

Nasional.   
 
(2) Dewan Rekonstruksi Nasional bertanggung jawab kepada Dewan 

Menteri.   
   
 Pasal 3.   
 
(1) Tugas Biro Rekonstruksi Nasional adalah :   
  a. Melaksanakan rencana-rencana dan putusan-putusan Dewan 

Rekonstruksi Nasional;   
  b. Memajukan usul-usul kepada Dewan Rekonstruksi Nasional 

dalam lapangan rekonstruksi nasional;   
 
(2) Biro Rekonstruksi Nasional bertanggung jawab kepada Dewan 

Rekonstruksi Nasional.   
   
 Pasal 4.   
 
(1) "Rekonstruksi" Nasional yang dimaksudkan dalam Peraturan 

Pemerintah ini adalah pelaksanaan maksud Pemerintah untuk 
membuka jalan bagi mereka yang tersebut dalam ayat (2) pasal 
ini untuk hidup dalam masyarakat dengan mata pencaharian yang 
layak;  

  
(2) Maksud Pemerintah tersebut, dalam ayat (1) pasal ini 

dilaksanakan oleh Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional dengan 
menciptakan pekerjaan-pekerjaan dalam lapangan pertahanan dan 
pembangunan yang dapat dilakukan oleh :   

  a. Para anggauta Angkatan Perang, di luar susunan organiek 
dan bekas anggauta Angkatan Perang yang belum mendapat 
lapangan pekerjaan di dalam masyarakat;   

  b. Para tenaga bekas anggauta badan-badan perjuangan 
bersenjata yang ada di dalam pemeliharaan Pemerintah 
sebagai akibat pelaksanaan Maklumat Pemerintah tanggal 
14 Nopember 1950;   

  c. Para tenaga bekas anggauta badan-badan perjuangan 
bersenjata selain yang termaksud sub b di atas yang 
belum mendapat lapangan pekerjaan dalam masyarakat. 



   
 Pasal 5.   
 
(1) Selainnya usaha rekonstruksi nasional, maka semua urusan yang 

mengenai mereka yang termaksud dalam pasal 4 ayat (2) sub a 
dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh salah seorang 
Kepala Staf Angkatan Perang yang ditunjuk olehnya.   

  
(2) Semua urusan yang mengenai tenaga-tenaga bekas anggauta badan 

perjuangan bersenjata yang termaksud dalam pasal 4 ayat 2 sub 
b dan c dilakukan oleh Dewan Rekonstruksi Nasional atau atas 
namanya oleh Biro Rekonstruksi Nasional.   

   
 Pasal 6.   
 
Untuk membiayai usaha rekonstruksi nasional ini diadakan perbedaan 
antara :   
a. Biaya yang khusus untuk personeel dan meterieel Dewan serta 

Biro Rekonstruksi Nasional; biaya ini dalam anggaran belanja 
Negara diberatkan kepada Perdana Menteri;   

b. Biaya untuk menjalankan rencana-rencana rekonstruksi 
nasional; biaya ini di dalam anggaran belanja Negara 
diberatkan kepada Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan atas usul Dewan Rekonstruksi Nasional.   

   
 Pasal 7.   
 
Dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dicabut kembali 
Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950.   
   
 Pasal 8.   
 
Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 
Desember 1950.   
  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia.    
    
      Ditetapkan di Jakarta   
      Pada tanggal 10 Pebruari 1951  
      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   
   
 
        SOEKARNO  
   
PERDANA MENTERI,   
   
MOHAMMAD NATSIR  
   
Diundangkan di Jakarta   
Pada tanggal 12 Pebruari 1951.   
MENTERI KEHAKIMAN,   
   



    
  WONGSONEGORO    
    
  
 PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1951  
 TENTANG  
 TUGAS DEWAN DAN BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL.   
 
 PENJELASAN UMUM.   
   
 1.  Peraturan Pemerintah ini bermaksud untuk 

melaksanakan putusan Dewan Menteri di dalam sidangnya 
ke 20 pada tanggal 28 Nopember 1950, yang bunyinya 
sebagai berikut: 

  "Kabinet memutuskan meninjau kembali Peraturan 
Pemerintah R.I.S. dulu No. 15 tanggal 12 Juli 1950 
(Lembaran Negara No. 44 tahun 1950) oleh karena tugas 
Biro Rekonstruksi Nasional adalah lebih luas dari pada 
tugas Biro Demobilisasi Nasional". 

  2.  Biro Demobilisasi Nasional yang didirikan atas 
dasar Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950 diberi 
tugas memungkinkan kembalinya mereka yang oleh Menteri 
Pertahanan ditunjuk untuk didemobilisir ke dalam 
masyarakat dengan jalan peralihan teratur serta 
dipandang dari sudut sosial-ekonomi dapat dipertanggung 
jawabkan (pasal 4 ayat 1).   

  3.  Terang dari pemberian tugas itu, bahwa yang diurus 
oleh Biro Demobilisasi Nasional hanya gedemobiliseerden 
saja. 

 4.  Kini Pemerintah menghadapi soal yang lebih luas 
dari pada soal gedemobiliseerden, yaitu soal yang 
mengenai nasib pada masa ini dan nasib dikemudian hari 
dari pada gedemobiliseerden, gerationaliseerden tentara 
di luar informasi, tentara yang berada di 
trainingscentra dan juga bekas anggauta-anggauta badan-
badan perjuangan bersenjata. Adapun yang dimaksud 
"badan-badan perjoangan bersenjata" adalah : badan-
badan atau organisasi-organisasi rakyat yang didirikan 
antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 
(Penyerahan kedaulatan) yang bertujuan memperjuangkan 
Kemerdekaan Nasional dengan mengunakan senjata.   

  5.  Pemerintah menganggap dirinya berkewajiban 
melahirkan dan mewujudkan penghargaannya kepada mereka 
semua itu sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan nasional. 
Di dalam masa yang silam mereka itu merupakan tenaga 
yang berjuang dengan senjata untuk mencapai kemerdekaan 
nasional; setelah kemerdekaan nasional tercapai maka 
kepada mereka perlu diusahakan kesempatan untuk mengisi 
kemerdekaan itu dengan menjalankan usaha-usaha yang 
teratur untuk memperkuat dan membangun Indonesia.   

  6.  Dengan demikian teryata, bahwa tugas Biro 
Demobilisasi Nasional kurang luas dan perlu dibentuk 



suatu organisasi baru yang lebih luas tugasnya, yakni 
yang dinamakan tugas Rekonstruksi Nasional.   

  7.  Oleh karena Rekonstruksi Nasional ini selain 
mengurus nasib orang-orang termaksud di atas pada masa 
ini, juga perlu memikirkan nasib mereka di kemudian 
hari, maka harus diadakan "werkobjecten" untuk melatih 
bekerja mereka dan kemudian diusahakan lapangan 
pekerjaan bagi mereka dalam masyarakat. Karena tugas 
yang sekian luasnya itu mengenai kewajiban beberapa 
Kementerian, maka Rekonstruksi Nasional ini sudah 
selayaknya diselenggarakan secara 
"interdepartementaal".   

  8.  Bersandarkan atas itu maka perlu diadakan "Dewan 
Rekonstruksi Nasional" di bawah pimpinan Perdana 
Menteri, dewan mana beranggauta Menteri-menteri yang 
akan bersangkutan langsung kewajibannya dengan usaha 
rekonstruksi nasional ini.   

  9.  Untuk menyelenggarakan rencana-rencana dan 
putusan-putusan Dewan tersebut dibentuk suatu Biro 
Rekonstruksi Nasional yang bersifat interdepartemental 
pula.   

  10.  Di mana dianggap perlu, di Propinsi dan di daerah-
daerah yang lebih kecil dari Propinsi dibentuk suatu 
Badan Penyelenggara usaha Rekonstruksi, terdiri dari 
Kepala daerah (atau seorang Wakil yang ditunjuk 
olehnya) sebagai Ketua dan sebagai anggauta pemimpin-
pemimpin jawatan-jawatan di daerah itu yang dapat 
memberi bantuan kepada usaha rekonstruksi.   

  Jika disesuatu daerah ada kantor cabang Biro 
Rekonstruksi Nasional, kantor ini melakukan pekerjaan 
sehari-hari dari Badan Penyelenggara Usaha-usaha 
Rekonstruksi itu.   

  11.  Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa di dalam 
Peraturan Pemerintah ini hanya dicantumkan pokok-pokok 
sebagai dasar pekerjaan rekonstruksi nasional; adapun 
cara bekerja dan organisasi selanjutnya akan diatur 
oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.   

    
PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.   
 
Pasal 1. Bacalah penjelasan umum ayat 7, 8 dan 9.   
Pasal 2. Tidak perlu dijelaskan.   
Pasal 3. Tidak perlu dijelaskan.   
Pasal 4.   
 ayat 1. tidak perlu dijelaskan.   
 ayat 2. Perlu diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan 

perkataan "pertahanan" di dalam pasal ini adalah 
"strategie" dan bukan "defensie" saja. Tentang 
beberapa golongan yang diurus dalam rekonstruksi 
nasional perlu diterangkan sebagai berikut :   

   Golongan a: Di dalam praktijk yang terang 
termasuk golongan ini adalah :   

   1. Mereka yang ditransmigrasi oleh Staf A. 
Angkatan Darat ke Lampung dan Kalimantan 



Selatan.   
   2.  Mereka yang dirawat oleh divisi-divisi 

Angkatan Darat dalam trainingscentra.   
   3.  Anggauta Angkatan Perang yang di luar susunan 

organik Angkatan Darat dan sedang menunggu 
penyelesaian administrasi tentang 
kedudukannya.   

   4. Mereka yang diurus oleh Staf A Angkatan Darat 
bersandarkan Peraturan Pemerintah No. 6/1950. 

   5. Mereka yang diurus oleh Staf A Angkatan Darat 
berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan No. 
193.   

    Para pejuang pelajar seperti yang tergabung 
dalam Brigade 17, Mobpel dan corps Mahasiswa 
tidak termasuk golongan ini.   

   Golongan b : Dengan maklumat Pemerintah tanggal 
14 Nopember 1950 (terlampir) 
didapat hasil beberapa ribu orang 
anggauta badan-badan perjuangan 
bersenjata yang menghadapkan diri 
dengan senjatanya; selain itu 
banyak pula orang yang ditawan di 
dalam pembersihan yang dilakukan 
oleh tentara dan polisi. Mereka 
semua itu pemeliharaannya menjadi 
tanggungan Pemerintah.   

   Golongan c : Selain mereka yang tersebut sub b 
ada pula tenaga-tenaga bekas 
anggauta Badan Perjuangan 
bersenjata yang sebelum tanggal 14 
Nopember 1950 telah kembali kepada 
masyarakat, akan tetapi belum 
mempunyai lapangan pekerjaan yang 
layak.   

    
Pasal 5. 
 Ayat 1. Golongan ini sekarang dalam praktijk sudah menjadi 

urusan Kepala Staf Angkatan Darat, yang untuk itu 
telah dibentuk sebuah Directorat Corps Cadangan 
Nasional di bawah pimpinan seorang perwira.   

 Ayat 2. Tidak perlu dijelaskan.   
 
Pasal 6. 
 Isi pasal ini perlu untuk menjaga, jangan sampai ada 

pengeluaran uang Negara "dubbel" untuk sesuatu pekerjaan 
("dubbel" karena dibiayai oleh Biro Rekonstruksi Nasional dan 
oleh Kementerian yang berkewajiban menjalankan suatu 
werkobject).   

 
Pasal 7. 
 Tidak perlu dijelaskan.   
 
Pasal 8. 

Di dalam praktijk Biro Rekonstruksi Nasional sudah mulai 



bekerja tanggal 1 Desember 1950.    
    
 --------------------------------    
    
 CATATAN    
   
 RALAT   
   
Kepala Lembaran-Negara Nr. 22 Tahun 195 1, seharusnya berbunyi 
sebagai berikut :   
"DEWAN DAN BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL. TUGAS. Peraturan Pemerintah 
Nr. 12 Tahun 1951, tentang tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi 
Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr. 89).   
   
   
Sekretaris Kementerian Kehakiman,   
   
  Mr. ABIMANJOE    
   
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 

YANG TELAH DICETAK ULANG   
Sumber : LN 1951/22; TLN NO. 89  


